SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang
menyatakan  Sekretaris KPU  Kabupaten/Kota  dapat
melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri
maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan
Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Independen

Pemilihan Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang
Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomo
4846); M[

3. Undang- "..
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 0}(7
7. Peraturan .
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7.

10.

11.

12.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 172);

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara
Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016
tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Aceh Nomor 106);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025
tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 0%
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Tim
Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi
Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Asesor mempedomani dan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Tim Asesor Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota
Sabang dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Independen
Pemilihan Kota Sabang dan/atau anggaran lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal :2 April 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

: ,.*.,.. INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
aldsSub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
an Hubungan Masyarakat,
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SUSUNAN PERSONALIA TIM ASESOR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI
KOTA SABANG

INDEPENDEN PEMILIHAN

NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
SISTEM

PENYELENGGARAAN

MATURITAS
PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KEDUDUKAN DALAM

NO. NAMA JABATAN KEDINASAN SATUAN TUGAS
1 2 3 4
1. | Akmal Said Ketua KIP Pengarah
2. | Azman, S.E. Anggota KIP Pengarah
3. Muhammad Yani, S.I.P. Anggota KIP Pengarah
4. | Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H. Anggota KIP Pengarah
S. | Anisah Anggota KIP Pengarah
Teuku Taufiq, S.Sos. .
6. 197002121991031004 Sekretaris Penanggung Jawab
7 Azhar, S.H., M.H. PenKSISelslbe;gazikfr’l;nilu Ketua
" | 19850827 200902 1 003 yelengs
dan Hukum
. Penyusun Materi Hukum
8. ’é%%l;ulg?gztoglgézﬁld éqg;zzam, S-H. dan Peraturan Perundang- Koordinator Satker
Undangan
9 Muhammad Ihsan, S.H. Kasubbag Keuangan, SPESS:ggiﬁﬁiggzlabU%%;
196905021990031005 Umum dan Logistik dan Logistik
Adam Maulana, S.H. Kasubbag Sumb.e? Daya Penanggung Jawab Data
10. 197703222009121001 Manusia, Partisipasi Subbag Hukum dan
dan Hubmas Sumber Daya Manusia
11 Ibnu Hanjan, S.IP. Kasubbag Perencanaan, Si%%zréggyrgi ;I:r‘f;"’;iDS;ia
198301122009121001 Data dan Informasi dan Informasi
12 Faisal, S.E. Penata Kelola Pemilihan Sekretariat
* | 197303122002121004 Umum Ahli Pertama cretana
13 Devi Afrizal Penata Kelola Sistem dan Sekretariat
© 1 198304062007011001 Teknologi Informasi
Cut Rauzatul Jannah. TS, S.H. Penyusun Materi Hukum dan .
14. Sekretariat

199906162025062007

Peraturan Perundang-Undangan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID
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	MEMUTUSKAN :

